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PSI Sayangkan THR TGUPP Tak Dipotong

Ganbir, Warta Kota

Fraksi Partai Solidaritas
Indonesia (PSI) DPRD DKI
Jakarta menyayangkan kebi-
jakan Gubernur DKI Jakarta
Anies Baswedan yang tidak me-
mangkas Tunjangan Hari Raya
(THR) Tim Gubernur Untuk
Percepatan Pembangunan
(TGUPP). PSI menyebut Anies
harusnya turut memangkas
THR TGUPP seperti halnya
Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang
dipangkas 50 persen.

Adapun THR PNS dipangkas
untuk dialihkan dalam pena-
nganan Covid-19 yang ada di
Jakarta. "Ada kabar bahwa
menjelang Lebaran anggola
TGUPP mendapatkan THR,
sedangkan para PNS tidak.
Jangan sampal ada kesan
Pak Gubernur pilth kasih da-
lam memberikan tunjangan
penghasilan,” kata August
Hamonangan berdasarkan ke-
terangan resmi Kamis (28/5)

August mengatakan, Anies
harus bersikap adil dalam
memberikan tunjangan pe-
gawainya. Sebab tidak hanya
TGUPP, tapi beberapa Satuan
Perangkat Kerja Daerah (SKPD)
lain justru tidak dipangkas.

“Saya dapat informasi para
PNS sedang resah karena
ada kabar bahwa Badan
Kepegawaian Daerah (BKD),
Badan Pengelola Kenangan
Daerah (BPKD). dan Dinas
Kominfotik akan mendapatkan
tunjangan penuh. Padahal,
pekerjaan mereka tidak ber-
sentuhan langsung dengan
masyarakat dan tidak berisiko
tinggi.” ujar August vang juga
menjadi anggota Komisi A
DPRD DKI Jakarta ini.

Menurutnya. tunjangan
penghasilan merupakan hal
yang penting dan sangat
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sensitil bagi para pegawai.
Karenanya gubernur harus
mampu bersikap adil, yaitu
memberikan tunjangan ber-
dasarkan Kkriteria penilalan
kinerja yang terukur dan
transparan.

Di satu sisi, pemotongan
tunjangan perlu dilakukan ka-
rena realisasi pendapatan jeb-
lok akibat pandemi Covid- 19,
dan sebagian pegawai bekerja
dari rumah (work from home).
Namun sebagian ada juga pe-
gawai yang tetap menjalankan

Perlu Empati Saat Pandemi

etua Komisi

A DPRD DKI

Jakarta, Mujiyono,

meminta kepada
Tim Gubernur Untuk
Percepatan Pembangunan
(TGUPP) agar berempati
terhadap wabah Covid-19.
Apalgi gaji dan tunjangan
mereka tidak dipangkas.
Sementara Pegawal Negeri
Sipil (PNS) yang lain turut
dipangkas akibat rasionali-
sasi anggaran.

“Saya harap TGUPP
mempunyai empati yang
besar, karena para PNS
turut bergotong-royong
menangani Covid-19 dengan
rela tunjangannya dipang-
kas,” kata Mujiyono saat
dikonfirmasi Kamis (28/5).

Politisi dari Partai
Demorat ini menyebut, gaji
maupun lunjangan TGUPP
bisa disalurkan melalui
Kolaborasi Sosial Berskala
Besar (KSBB) yang dibentuk
Pemprov DKI Jakarta. THR
yang diperoleh TGUPP
merupakan hak yang telah
diatur oleh regulasi.

Terlebih, TGUPP telah

pelayanan masyarakat dan
bekerja lebih keras untuk
mengalasi pandemi.
“Pemberian tunjangan harus
adil agar tidak timbul kecem-
buruan dan kecurigaan di an-
tara pegawai. Sebagai contoh,
saya kira para PNS legowo jika
tunjangan 100 persen diberi-
kan kepada tenaga kesehatan
vang berhubungan langsung
dengan pasien Covid-19,” ung-

memiliki kontrak kerja
yang salah satu poinnya
berhak mendapatkan uang
apresiasi jIka telah mengab-
di di Pemprov DKI Jakarta
selama satu tahun, “Saya
kira donasi personal ke
KSBB juga diperbolehkan,
tentu dengan kesadaran
dirl,” ujarnya.

“Karena banyak pihak
juga, baik anggota dewan,
pengusaha bahkan PNS
ikhlas menyisihkan pen-
dapatannya untuk pena-
nganan Covid-19,” tambah
Mujivono. Menurutnya,
DPRD DKI Jakarta telah
melakukan refocusing
anggaran sebesar Rp 253
miliar untuk membantu
penanganan Covid- 19 di
tengah masyarakat. Seperti
anggaran reses, pembahas-
an pembentukan Perda,
pansus, hingga anggaran
kunker. "Jadi, tidak sedikit
Individu anggota dewan
yang juga menyisihkan
pendapatannya untuk
membantu masyarakat
yang terdampak Covid-19,"
katanya. (faf)

kapnya.

Kata dia. peniadaan pe-
motongan tunjangan dapat
dilakukan kepada pegawal
yang benar-benar berpeluh
keringat bekerja di lapangan
untuk mengatasi pandemi.
Misalnya pegawai Kelurahan,
Kecamatan, BPBD (Badan
Penanggulangan Bencana
Daerah), Satpol PP, dan Dinas
Perhubungan.(faf)
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